SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
(Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme
dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah
telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara
termasuk di lingkungpan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan untuk melaporkan harta kekayaan yang
dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan :
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Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4250);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5698);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI

SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2017 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, dan di tambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4),
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;

c. Pejabat Tinggi Pratama;



d. Pejabat Administrator;
e. Pejabat Fungsional Auditor; dan

f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Daerah (P2UPD).

(2) Disamping pejabat WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi
direktur perusahaan daerah dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa juga wajib mengisi, menyampaikan dan
mengumumkan LHKPN.

(3) Pejabat WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(4) Selain Pejabat WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
penyampaian LHKPN juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang
berdasarkan  peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melaporkan harta kekayaan sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Pejabat WL wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;

b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara,;

c. Pengangkatan Kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun; dan

d. Selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan
huruf c, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/
pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau
pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal
31 Desember tahun laporan.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam
jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Penyampaian LHKPN dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi
KPK.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pejabat WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL
Pemerintah Daerah.
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6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

Pejabat WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak menyampaikan
LHKPN diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

p @ﬁfgp\&‘ta agian Hukum,

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PR AN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, / Y
W\ - HTR
ttd. \oper
MUHAMMAD NOOR =

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR
61



